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UNDANG - UNDANG NO. 14 TAHUN 1969
- TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
( Lembaran Negara No. 55 tahun 1989 )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

o

bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana
dari pada pecmbangynan masyvarakat Pancasila;

b. bahwa twjuan terpenung dari pada pembangunan masyarakat
terschut adalah kescjahteraan rakyat. termasuk tenaga kerja:

¢. bahwa len2pa Kkerja scbagai pelaksana pembaagunan harus
gijamin hak-haknya, d:atur- kewsjibannya dan dikembangkan
daya gunanya:

d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Undangundang
vang memuast ketentuzn-Ketentuan pokok tentang icnaga Kegja.

Mengingat : 1. Pasal-pasal & avat (1), 20 avat (1). 27 ayat (2) dan pasal 28

C:auzm.csau:m Dasar 1945:

tJ

Ketctapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. :
e . XXII/MPRS;1966. No. XXIII/MPRS/1966 Pasal-pasal 6. 8..9.
10dan 14 No. XXVHIMPRS/1966 Pasal 2.

Dengan Persctujuan. Dewan Perwakiian Rakyat Gotong Royong :

MEMUTUSKAN:

Menctapkan Undang-undang tentang ﬂn.n:.:g.rn_.nacws Pokok mengenai
" tenaga kerja.

BAB 1
PENGERTIAN DAN AZAS
Pasal 1 ,

Tenaga xnau adalah {iap_orang yang mam ckerjsan baik di
alam maupun di Juzs hubungan kera guna menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan 3»&2&3_ E e .

Pasal 2

. Dalam menjalankan Undang- -undang 1n: scria peraturan: peraturan pelaksanaan-
hya tidak vo_o: diadakan disknminasi.
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PENYEDIAAN, PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA s

Pasal 3
Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan. .
Pasal 4
Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekesjaan sesuai dengan bakat
dan kemampuannya.

Pasal 5 - _

(1) Pemerintah mengatur penyediaan tepaga kerja dalam kuantitas dan kualitas
yang memadai.

(2) Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerj2 sedemikian rupa R:Ewmu mem-
beri dorongan ke arah penyebaran tenaga kerja yang effisien.dan efektif.

(3) Pemerintah mengatur penggunaan ‘tenaga kerja secara penuh dan ?oa:x..ma
untuk mencapai kemanfaatan sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip
“tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat™.

PEMBINAAN KEAHLIAN DAN KEJURUAN .\lf\&z?.
Pasal 6 )

Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahdian dan kejuruan untuk mem-
peroleh serta menambah keahlian dan ketrampilan kerja sehinggs potensi dan daya
kreasinya dapat diperkembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan ke-
tangkasan kerja sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinsas bangsa.

Pasal 7
Pembinain keshlian dan kejuruan tenaga kena disesuaikan dengan pes-
kembangan tehnix, tehnoicgi d2n perkembangan masyarakat pada umuminyz.
Pasal 8 ‘
Pemerintah mengatur pembinsan keahlian dan kejuruan tersebui pads-pasal-

pasal 6dan 7.

PEMBINAAN vNEZOCZQ?A KERJA
Pas2l 9

Tiap tenaga kerja birhak mendapat perlindungan stas keselamataa, kesehatasi.
kesuglaan, pemeliharaan mordl kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat
manusia dan moral agama.
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S Pasal- 10 {
Pemerintah membina perlindungan kerja yang medcakup :
3. Norma keselamatan kerja;
b. Norma kesehatar kerja dan hygiene perusahaan: -
¢. Norma kerja:
d. ?:&._.....mu: ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam kecelakaan kena.

BAB V .
HUBUNGAN KETENAGA KERJAAN « 43 Seulwat Eav
Pasal 11 : .
(1) Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggot: perserikatan :..:»wuw
kerja, ’
(2) Pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara un:.ox_.u.a.
Pasal 12
- Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan
pemberi kerja. . .
Pasal 13

Penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur an:mﬁ_, peraturan
pemndaingan. .
Pasal 14
Norma pemutusan hubungan kesja dan penyelesaian perselisihan perburunan
diatur dengan peraturan perundangan.
Pasal 15
Pemerintah mengatur penyeienggaraan pertanggungan sosia! dan bantuan sosia!
bagi tenaga kerja dan keluarganya.
BAB V1
PENGAWASAN PELAKSAMAAN
Pasal 16
‘Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenaga Kegaan menurut undang.

undang ini seru peratvran-peraturan pelaksanaannya, disdakan suvatu  sisiim
pIigawasan tenaga kenja.

SAB VI
KETENTUARN PENUTUP
Pasal 17

(1) Pelaksanzan ketenivan tersshut pada pazalpasal di atas diatur lebik lanju:



o

joo

¢zagan peraturan _XE...QH,SB -
(2) Perawsran perundangan: tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman
picana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-

lzmanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000'— (seratus fibu
tupiah).

(3) 7indak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 18

Stlama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang.
undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang ketenaga-kerjaan yang
ad2 pzlz waktu Undang-undang ini mulij berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak
bertenizngan dengan Undang-undang ini.

Pasal 19

U=lang-undang ini disebut “Undang-undang Pokok .wnammu. Kerja* dan mulai
berlaky ~2da harj diundangkan.

AZir supaya seliap orang dapat mengetahuinyaz, memerintahkan pengundangan
Undanz-:ndang ini Gengan penempatan dalam Lembaran Negarz Republik Indonesia.

Diszhkan di Jakarta’
Pada tanggal 19 Nopember 1969
*  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

. . SOEHARTO
Dindangkan di Jakarea JENDERAL TN]
padz tznzgal 19 Nopember 1969

Sekretzsiz Negara Republik Indonesia

ALAMSYAH
Mayor Jendara] TN

PENJELASAN,
ATAS ' :
UNDANG - UNDANG NO. 14 TAHUN 1969
TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
( Tambahan Lembaran Negara No. 2912)

PENJELASAN UMUM
Sesungguhnya bekerja mempunyai makna banyak, luas dan dalam di dalam tiap’

perikehidupan.
ga) adalah gerak dari pada badaa dag

Makna bekerja ditinjau dari e ¢ SIF
pikiran setiap orang guna memelihara kelangsu hidup badaniah maupup rohaniak.

Makna bekerja ditinjau dari Eegi
untuk menghasilkan barang atau jasa guna
Makna bekerja ditinjau n_u:.g

:cu.mu dalam memuliakan dan _.an_..mw. bdi kepada Tu

U.,m Indonesia azas gotong royong merupakan ciri khas dari pada kepribadian
bangsa dan unsur pokok Pancasila.

Oleh karena tenaga kerja adalah sedemikian pentingnya bagi kehidupan bangsa
dan malahan merupakan fakior yang menentukan dari pada mati hidupnya bangsa
itu sendiri, baik fisk maupun kulturil, maka perlu diadakan pengaturan sebaik-baiknya
yang dimubai sebelum.orang menjadi tenaga kerja sampai ia masuk ke liang kubus,

Sehubungan dengan itu, maka Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara ke 1V 1elah menelapkan beberapa keputusan dalam bidang tenaga kerja
dan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kera ini
dimaksud sebagai perwujudan dari pada ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara itu. :

Akhirnya perlu diterangkan bahwa yang dirumuskan dalam Undang-undang
itu adalah pokok-pokok untuk menjamin kedudukan sosial ekonomis tenaga kerja
sera arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan sosial ekonomi tenaga

kerja sesuai dengan cita<cita dan aspirasi bangsa Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
: . Pasal |

Peagertian tenags keja menurut ketentuan pasal | Undang.undang ini mehliputi
teniga kerja yang bekeda di dalam maupun diluvar hubungan kerja dengan alat
produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri baik tenage
fisk maupun fikiran,
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Ciri khas dari hubungan kera tersebut di atas ialah bekerja bahwa perintah
orang lain dengan menerima upah,

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Salah satu wjuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memnberikan ke-

sempalan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang
memberikan kesejahteraan.

: Pasal 4
Di samping jaminan hidup yang layak tenaga kerja juga menginginkan kepuasan
yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat iz lakukan
dengan scbaik-mungkin, untuk mana ia mendapst penghargaan..

Berdasarkan prinsip inilah kepada liap tenaga kesja diberikan kebebasan memilih
pekerjaan yang sesuai. Dalsm hubungan ini harus diuszshakan untuk membantu tenaga
kerja dalam mengadakan penyesuaian pekerjaan,

' Pasal § ;
(1) Di Indonesia persediazn tenaga kerja sebagian besar terdiri dari tenaga kerja

tenaga kerja yang tidax terlatih dan tersebar secara tidak seimbang di seluruh

Indonesia.

Untek kelancaran pelaksanaan pembangunan dan jalanpya pesusahaan-
perusahaan dan kantorkzntc: yang sudah ada. maka bagi kepentingan pening-
katan produksi, pe.sediaan tenaga kerja hasus diater sedemikian fupa sehingga
pada waktu dan tempat di manz diperiukan tenaga kerja dengan ketrampilan
- yang sesuaiftepat, tes=dia tenzga kerja dalam jumlsh yang cukup. ‘

(2) Salzhsatw peisoalan pekok yang harue dipecahkan di Indonesia ialeh fenyebaran
tenaga kerja yanz tidak_seimbang tidak «{fisien yang menyebat o
Kelebihar tznaga keda dj daerah yang st dan zekurang@an t25aga kera di
dzerah yang izin, |
Uawk menyssuaikan ketidak-szsimbangan ini gitiadap bettsgai kestckaran
taizh antara lain kesezznan bersin ; : 30 kesukacan pengangkutan

perumahan, syaat-syarai keda yang tidak sesval din kyransny: penerangin

tentang keadasn sesuatu daessh. .

Berhubung deagea ini dalam mepghadapi peroozitn ini, Pemerintah Sarus temus
tanzan dan mempelsizi ssitz merencniban penyebaran tenzgz Xef i
Tenurul peksgase, seitter, kegiatan TIupUn e
srgala tndakan vang dapa:

.
L Lo Il N Ly -
mengedassn pe

sinudaiikan
Til croERlngRAny:

:u2l3 penve

b23i kepartingan

merata dan seimbang. "

(3) Berhubung dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, maka pertumbuhan
angkatan kerja sangat meningkat sedangkan keadaan kesempatan keja tidak
mengikuti derap dasi pertumbuhan angkatan kerja.

Hal ini menimbulkan jutaan tenaga kerja baru mengalir ke masyarakat kerja
dan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. Keadaan ini
tidak dapat dibiarkan begitu saja. Juga tenaga kerja-tenaga kerja yang oleh
 Sesuatu hal, bekerja tidak penuh adalah merupakan pemborosan.

Berhubung dengan ini maka tindakan harus diadakan untuk mempekerjakan
seluruh angkatan kerja yang ada secara penuh dan produk:if, dengan memaju-
kan perkembangan perekonomian schingga tersedia lapangan kerja yang luas.

Pasal 6.

Untuk pembangunan ekonomi padd umumnya, industsi pada khusdsnya. di-
peslukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian/kejuruan, karena ketrampilan kerja
akan memungkinkan tercapainya effisiensi dan peningkatan produktivitas kerja.

Tanpa adanya effisiensi kerja dan peningkatan produktivitas semu2 usaha pem-
bangunan tidak akan mencapai sasatannya, karena tenaga kerja yarig tidak mempuryai
keahlian dan ketrampilan kerja 2kan mengakibatkan merosotnya hasi! ketjanya serta
penghamburan dana, <syé dan waktu.

Betapapun melimpah.limpahnya kekayaan alam tanah air kita, tanpa adanya
tenaga kerja’ yang trampil untuk menggali dan mengolahnya maka kekayaan alam itu
tidak akan ada artinya bagi kita semua.

Dengan demikian maka Pemerintah berusaha memperkembangkan potens;,
inisiatif dan daya kreasi tiap tenaga kerja dalam rangka penanaman dan mempertinggi
kecerdasan dan kerampilan insan kerja. Sebab ity tenaga kerja diberi hak mendapat.
kan pembinaan keahlian/dan kejuruan supaya ketrampilannya dapat dipergunakan
di tempat kefjanya uatuk mempertingzi produksi dan produktivitas secara effisicn
dan effektif,

Pasa] 7

Pembinaan keahlian dan kejuruzn tenaga kerja harus senantiass mengikuti
perkembangan ekonomi pada umumnya dan industri khususnya serta disesuaikan
dengan perobahan-perobahan teknik dan tehnologi serta perkembangan masyarakat
pada umumnya. .

Pembinaan dan latihan keahlian serta kejuruan tenaga kerja yang dimaksud
dalam Undang-undang ini adalzh merupakan pendidikan bagi orang dewasa bagi orang-
orang yang sudah riemasuki usia kzrja dan di antaranya termasuk juga kaum pengang-
gur, bekas anggota ABRI yang dikembalikan ke masyarakat sipil, veteran, orang

_penderita cacat, transmigranfimigran dan bekas sukarelawan.

41



IR " pasl 9 -
. , j hari-hari, untuk meningkatkan
man melakukan pekerjaannya set untuk menis '
. .cmum»muﬂwwwmnﬂﬁwuu nasional maka tenaga xnan. harus E_Saw.:mw an._._ ﬂ”ﬂﬂu_
wwmn& sekitarnya serta pada difinya yang a»v.na menimpa dan mengg; £
serta pelaksanaan pekerjaannya. ,.
Bahaya yang dapat timbul dari mesin, pesawat, alat kerja, c»ﬂmb %Mr mvm“vw”u
. ) k.,« :1zadaan tempat kerja, lingkungan, cam-cara _.:o_mwc an.p xu a
- m“awﬂnqwu:mn mru.w dan meatal dari pada pekerjaannya, harus sejauh mungkin di
5 ificendalikan. ) o
%nﬂ:dmaﬂﬂ_ w._ﬂc mmw atas' perlindungan dimaksud di atas harus diberikan kepada

enaga kegja.

ﬁ.:-.nc.v .woFM. -

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pembinaan norma perlindungan kerja ialah pembentukan
pengetrapan dan pengawasanaya. . . .
\pa yang dimaksud deagan norma ialah “'standard”™ ukuran tertentu yang harus
Zitadikan pegangan poikok. . »
.m., Norma kessizmatan ksfj2 meliputi : keselamatan kerja yang cﬁ...m_.uz m«:ﬁm.“
v “nnn.. Pesowzs, alst kegja, bzhan dan proses vuano_ur.mnzwu. eadaan temp
kerja m.r.. lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

. j j iputi : sliharaan dan
{2} Nomma kesen:itan kerja.dau hygiene vnEMpr: %..n_ﬁ.mw.n “M._Mub n”ozmﬁ.:
. - . e, nnaWN D—G . 2
mempertinggl demjat keehatan t g&w. lengan meagir
Deri o - tenaga kerja yang sakit, mengatur p
semberian pengobata=, perawatan - ) F n
: : : j memenuhi syarat hygiene per g.
tempat, carz dan syaral kerja yang u 2 e oo
i t, baik sebagai akibat )
keschatan kerja untuk pencegahan penyakit, 2
.MM“Mc:,v;;.‘.._u.En ermim serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan
untuk tenagz kesja. . . . .
‘ fputi : periindungan terhadap tenmaga x.nau ¥ing wﬂn.u_._u:
2 m pengupahan, istitahat, culi, kerja wanita, 2a2k dan
&t eriz, perumaban, kebersihan, kesusilaan, ibadzh menurut

FAEN

.
L
tae

Norma keqdz sl
Jeagan wakiu Xer
Srang ~muda, l=mp t ). kesusdlaan, ibadah menorut
,w»uw d2n xspercayzan madng-masing yang Giakui ?».525.“:. MMJ mm._ o
. ey . H + 1H itzhan daa o
sosialfkesasyamakatan dan sebagainya guna memelihana kegeirahz

oo

< o e cerlikUAR VAR
sefja yapg meniamin Ziva puna Kerja yang tnggl sorta menjaga perizkuan yang
Kmﬁmmmummuﬂmucnwnﬁ..n.oa:mmaw.

-

-
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mendapal Yecelaksan dan/atsy menderitz penyakit
, 10 S £ - (R -1 — . H ; .-.v) —‘
i kerugizn perawwatan gan rehabilitasi. Dalam

ringgal dunia alebat xeselekazn dansiiau penyakit

.

bermak nenorims genti Kecugian,

sosial ini semua pihak turut duduk.

. Pasal 11.

Untuk menjamin legaknya demokrasi dan tertibnya perserikatan, persyaratan

pokok perserikatan lenaga kerja diatur dengan Undang-undang sebagai salah saru
pelaksanaan Jari pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 jéacto Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI1/MPRS/1966. .

Perserikatan tenaga kefa w

3jib mengamankan dan mengamalkan Pancasila
sebagai dasar Negara.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahws ‘perserikatan, tenaga ke

. Yy

. r 1ja diadakan untuk-
Snavna_m:ncawwumr * wnipriangk ap keran -

R

Perserikatan tenaga kerja merupakan kekuatan' sosial yang mempunyai fungsi
sosial dan ekonomi, Calam usaha mencapai masyarakat Pancasila.

Pasal 12

.<~=m&:_nfcavﬁ=co: kerja adalah Pemerintah atau Swasta baik secara_per-
serikatan maupun perorangan.

Pasal 13
Cukup jelas. .

‘Pasal 14

.~ Unwk menjamin kepastian hukum dasj kedua belah pihak perly diatur syarat.
Syarat dan tata cara pemutusan hubungan kesja dan penyelesaian perselisihan pei-
buruhan antara buruh dan pengusaha/pemberi kerja.

Pasal 1§

Cara yang paling tepat ialah dengan mengadakan perlanggungan sosial yang
dipikul oleh semua pihak yang kelak akan diatur oleh peraturan Perundangan. Sudzh
selayaknya jika dalam badan dan lembagz yang menyelenggarakan pertanggungan

Jaminan dan banmuan sosial terse
bersalin, hari tuz, meninggal dunia, ca
termasuk tani dan nelayan.

but. meliputi antara lain jaminan sakit, hamil,
cat dan menganggur bag seluruh tenaga keija

Pasal 16"
Sistir.) pengawasan tenaga kerja berfungsi :
2.  mepgawasi

pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai ketenaga.
kerjaan; )

0. merberi pensrangan tehnis serta nasehat kepadz pengusaha dan tenzg
Kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan effekiif Gari pada
periurzn-peraiuran ketenaga kegjazn:

1

!

Bn.mvo%.u:w.uwmanv.gm berwenang teatang kecusangan dan penyeiewens-
3n d2lam bidang ketenaga kerjaan yang tidak jelas distur dalam perzturan

©
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_..n:._nnu,amu?
Pasal 17
Maksud pasal ini ialah memberixan dasar hukum kepada peraturan perundangan

yang akan melaksanakan lebih lanjut pasal-pasal dari Undang-undang ini.

‘ Pasai 18 )
Pasal ini perlu diadakan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kekosongan

hukum pada waktu Undang-undang itu mulai berlaku.

Pasal 19

Cukup jelas.
Termasuk Lembaran Negara tahun 1969 No. 55)

REKAPITULASI : Hak tenaga kerja menurut Undangundang Norrior 14 Tahun 1969

tlak-hak tenaga kerja :

)
..

-
-

4

[+

Berhak 2tas pekerjaan dan pénghasilan yang layak (pasal 3) |
Bsbas memilih dan pindzh pekerjaan sesuai #2necan bakat dan kemampuannya
(pasat 4) -

Berhak aias pembinaan keahlian dan kejuruan scrta menambah keahlian dan .

xetrampilan kerja {pasal 6). .
Berhak mendapal  perlindungan  atas rnuu_u.dﬂm.:.. kesehatan, rnmcz_ue.r
w»m.oww...uuﬂ,. mozal kerja serta perlakuan yang sesuai onw,mmb martabat manusia
dan meral agama {pasal 9). : ) |
Berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja (pasal |
zyat 1) o o
Parsesikatan lenagz kerja bethak mengadakan perjanjian perburuhan dengan
petaber karja{pasal 12}

PO I U S 1

-—e—so

" PRESIDEN
REPUBLIX INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESLA

NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang ; a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

—-~
—_

bahwa dalam pembangunan nasional yarz pada hakekatnya
adalah pembanguan manusia Indonesiz seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonasia, kemerdekaan
warganegara  Republik Indonesia untk berserikat  aiau
berorganisasi dan kemerdekaan untuk memsluk agamanya dan
kepercayaannya masing-masing dijamin oizh Undang-Undang
Dasar 1945; .

bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam
huruf a2 memerlukan upaya untukX terus mningkatkan
keikutsertaan secarz akuif sefuruh lapisan masyarakat Indonesia
serta  upaya uniuk memantapkan keszdaran kehidupan
keregaraan berdasarkan Pancasila dan Undzng-Undang Dasar
1945; ,

bahwa ' organisai kemasyarakatan sebagai sarana untuk
menvalurkan pendapat dan pikiran bagi enz2ola masyarakat
Warganegara Republk Indonesia, m2mpusvai peranan vang
sangat penting dalam meningkatkan keikuiseraan secara akiif
seluruh lapisan masvarakar dalom mewiizdkan masyarakar
Pancasila berdasarkan Undang-tindang Dzzar 19945 calam
rangka menjamin pemantasen persaivan den xosatuan bangsa.

. . : b . e Bl - H ‘-- yery
e bcerhasiian pemdangunia nasionai sebagal

(4



